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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 83 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 84 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk lebih memberikan kepastian berusaha dan
optimalisasi dalam pelaksanaan kebijakan impor limbah
non bahan berbahaya dan beracun sebagai bahan baku
industri, perlu melakukan perubahan terhadap
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019
tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya
dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 58 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah
Non Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku
Industri;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Perdagangan tentang Perubahan Ketiga atas
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Mengingat

1.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019
tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya

dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 69);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5617);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6215);

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993 tentang
Pengesahan Basel Convention on The Control of
Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their
Disposal;

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum
Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang
Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1006) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 116 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan
Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang
Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1659);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2018
tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 936);
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Menetapkan :

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019
tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya
dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1293)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan
Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun
sebagai Bahan Baku Industri (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 641);

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara
Republik  Indonesia Tahun 2020 Nomor 107)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun
2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 737);

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 1190)

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 84 TAHUN 2019 TENTANG
KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non
Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1293)

yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri

Perdagangan:

a.

Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang
Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan
Beracun sebagai Bahan Baku Industri (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1643 ); dan

Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019
tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya
dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 641);

diubah sebagai berikut:

Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 disisipkan 3 (tiga)
ayat, yakni ayat (1la), ayat (1b), dan ayat (1c) sehingga
Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5
(1) Untuk mendapatkan PI sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1), perusahaan harus mengajukan

permohonan secara elektronik kepada Direktur

Jenderal melalui laman http:/inatrade.kemendag.go.id

dengan menggungah dokumen:

a. NIB yang berlaku sebagai API-P;

b. izin usaha industri atau izin usaha lain yang
sejenis dari instansi yang berwenang;

c. izin lingkungan dari instansi yang berwenang;

d. bukti sebagai Eksportir Terdaftar yang
diterbitkan oleh otoritas yang berwenang di
negara asal yang ditandasahkan oleh perwakilan
Republik Indonesia di luar negeri;

e. Surat Pernyataan dari Eksportir yang
menyatakan bahwa:

1. Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri
yang diekspor:
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